ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Legalitas Ambulans Swasta di Kabupaten Tulungagung” ini
ditulis oleh Anis Nursa’adah, NIM. 126103211015, Program Studi Hukum Tata
Negara,Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh

Fahmi Arif, M.H.
Kata kunci: Legalitas, Perizinan, Ambulans.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya peraturan yang belum ada di daerah
Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagaimana
kebijakan perizinan yang belum ada sehingga kebijakan perizinan mempengaruhi
kualitas dan keterjangkauan layanan ambulans. Kabupaten Tulungagung belum
memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan ambulans swasta. Hal
ini menimbulkan persoalan hukum terkait legalitas operasional ambulans swasta di
wilayah tersebut. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku di
tingkat daerah dan provinsi terkait perizinan ambulans, serta mengidentifikasi
celah-celah hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik
perizinan ambulans di kabupaten lain sebagai bahan perbandingan. Dalam
peraturan Perundang-undangan keberadaan ambulans swasta perlu diatur dalam
kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kualitas layanan, keamanan pasien,
dan mencegah penyalahgunaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1)
Bagaimana legalitas perizinan ambulans swasta di Kabupaten Tulungagung?, 2)

Bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah dalam perizinan ambulans?.
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Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penulis melakukan pendekatan
penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena hukum
dalam konteks sosial yang nyata. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kesehatan
dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sumber data berasal dari data primer, data
sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi,
dokumentasi. Teknik pengumpulan data beruapa mengumpulkan data, kondensasi
data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan verivikasi data. Serta yang terahir

pengecekan keabsahan temuan.

Hasil penelitian ini 1) perizinan ambulans swasta di Kabupaten Tulungagung belum
diatur dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Aturan mengenai perizinan
ambulans milik lembaga maupun perseorangan secara umum belum diatur dalam
tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Daerah Kabupaten Tulungagung. Namun ada
beberapa daerah yang sudah memiliki perizinan ambulans di Dinas Penanaman
Modal dan PTSP seperti DKI Jakarta, Kota Magelang, kota Waringin Timur
Provinsi Kalimantan Timur, Sarolangun Provinsi Jambi. Dari wawancara yang
penulis dapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum ada delegasi dari pihak
pusat yaitu dinas Kesehatan atau dari Bupati Tulungagung mengenai perizinan
ambuans. Sehingga di Kabupaten Tulungagung sendiri perizinan ambulans masih
belum ada. 2) Tinjauan Siyasah Idariyah mengenai perizinan ambulans, dalam Al-
Qur’an maupun hadits belum diatur mengenai perizinan. Perizinan sendiri perlu
dibentuk untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat agar
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kemudharatan.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 58 dalam surat tersebut mempunyai arti “apabila
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menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”
memiliki makna bahwa pemerintah seharusnya memberikan keadilan berupa
peraturan perizinan ambulans yang jelas agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
Perlu adanya aturan mengenai perizinan ambulans agar terciptanya tertib
administrasi sehingga memberikan kelayakan atau pengawasan dalam perizinan
ambulans yang pada akhirnya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat atau

pemerintah.
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ABSTRAC

This thesis with the title “The Existence and Legality of Private Ambulances in
Tulungagung Regency” was written by Anis Nursa’adah, NIM. 126103211015,
Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah University

Tulungagung 2024, supervised by Fahmi Arif, M.H.
Keywords: Legality, licensing, Ambulance.

This research is based on the existence of regulations that do not yet exist
in the Tulungagung Regency area. This research can provide insight into how
licensing policies do not exist so that licensing policies affect the quality and
affordability of ambulance services. Tulungagung Regency does not yet have a
regional regulation regulating private ambulance licensing. This raises legal issues
related to the legality of private ambulance operations in the region. This study
analyzes the legal framework applicable at the regional and provincial levels related
to ambulance licensing, as well as identifying existing legal loopholes. In addition,
this study also examines the practice of ambulance licensing in other districts as a
comparative material. In laws and regulations, the existence of private ambulances
needs to be regulated in a clear legal framework to ensure service quality, patient
safety, and prevent abuse. The formulation of the problem in this study includes: 1)
What is the legality of private ambulance licensing in Tulungagung Regency?, 2)

How is Siyasah Idariyah's review of ambulance licensing?.

This study uses an empirical method. The author conducts a research

approach that focuses on the observation and analysis of legal phenomena in a real
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social context. The location of this research is at the Health Office and the
Investment Office and PTSP. Data sources come from primary data, secondary data
and tertiary data. Data collection techniques are in the form of interviews,
observations, and documentation. Data collection techniques include collecting
data, condensing data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. And
the last one is to check the validity of the findings. The results of this study are 1)
private ambulance licensing in Tulungagung Regency has not been regulated in the
Investment Office and PTSP. Rules regarding the licensing of ambulances
belonging to institutions and individuals in general have not been regulated at the
level of East Java Province or Tulungagung Regency Region. However, there are
several regions that already have ambulance permits at the Investment Office and
PTSP such as DKI Jakarta, Magelang City, East Waringin City, East Kalimantan
Province, Sarolangun Jambi Province. From the interviews that the author can get
at the Investment Office and PTSP, there has been no delegation from the central
party, namely the Health Office or from the Tulungagung Regent regarding the
licensing of ambuans. So that in Tulungagung Regency itself, ambulance licensing
still does not exist. 2) Siyasah Idariyah's review of ambulance licensing, in the
Qur'an and hadith has not been regulated regarding licensing. Licensing itself needs
to be formed to provide goodness or benefit for the community to avoid unwanted
things such as the occurrence of harm. In Surah An-Nisa' verse 58 in the letter has
the meaning "if you establish a law among human beings so that you determine
fairly" has the meaning that the government should provide justice in the form of

clear ambulance licensing regulations so that it can be implemented by the
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community. There needs to be a regulation regarding ambulance licensing so that
The creation of administrative order so as to provide feasibility or supervision in
ambulance licensing which ultimately provides a sense of security for the

community or the government.
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